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BAB Il
PUTUSAN TENTANG HAK HADHANAH DAN PELAKSANAANNYA DI

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Profil Pengadilan Agama Semarang
1. Berdirinya Pengadilan Agama Semarang

Kata “Peradilan” berasal dari kata “adil”’, dengamalan ‘ber’ dan
imbuhan ‘an’. Kata “Peradilan” sebagai terjemahan dagadhd., yang
berarti “memutuskan”, melaksanakan, menyelesaikakda pula yang
menyatakan bahwa pada umum kamus tidak membedakara &Peradilan
dengan Pengadilan.

Di samping arti menyelesaikan arti gadha yang dsudkada pula
yang berarti memutuskan hukum atau menetapkantsdset@tapan. Dimana
makna hukum disini pada asalnya berarti menghalatagi mencegah, oleh
karena itu gadhi dinamakan hakim, karena seorakgnhberfungsi untuk
menghalangi orang yang zalim dari penganiayaanh ®&ena itu apabila
seseorang mengatakan hakim telah menghukum bedinyaa hakim telah
meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan seseddd pemiliknya yang

berhak?

! KH. Adib Bisri, dan KH. Munawwin AFKamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia Al-Bisri
Surabaya. Pustaka Progesif, Cet ke-1, 1999, hlih. 27

2 A. Basiq Djalil Peradilan Agama di Indonesidakarta: Kencana Media Group, Cet. ke-1,
2006, him: 2
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Sedangkan peradilan menurut Cik Hasan Bisri addlatlan atau
organisasi yang diadakan negara untuk mengurusimggrgadili perselisihan-
perselisihan hukurf.

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah lisgkungan
peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakimamddnkesia, sebagaimana
diatur dalam pasal 10 ayat (I) Undang-undang ndiofFahun 1970 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman lgargunyi:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dategkungan:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agaelagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan ®&ehgadilan Agama
sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilgkat tinggi Agama
sebagai Pengadilan tingkat banding yang berpunadl pMahkamah Agung
sebagai Pengadilan kasasi atau terakhir sesuaademgnsip-prinsip yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 talHi@Y0 tentang

ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

% Abdullah Tri WahyudiPeradilan Agama di Indonesi¥ogyakarta: Pustaka Offset, Cet. ke-
1, 2008, him.1
*1bid, him. 21
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Pengadilan Agama dalam perkembangannya mengalarabgien
yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan dsglan kehakiman
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannyardedngalangkannya UU
RI No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakimamg ysekarang diubah
menjadi UU RI No. 48 Tahun 2009.

Dengan demikian secara tegas administrasi umum gatagma ini
berada dibawah kekuasaan masing-masing departemaka seluruh
administrasi bailk umum maupun yustisial berada widta kekuasaan
Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI No.4 uah2004 yang
merupakan perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 199D sdkarang diubah
dengan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kelaakiantara lain
ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi Limgkuferadilan Agama,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat (I) WJ 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Organisasi’iradtrasi dan finansial
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradaawalmnya berada
dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jugahtelirevisi
menjadi UU No.3 Tahun 2006 dan sekarang diubahateily No.50 Tahun

2009, dalam Pasal 5 ayat (I) yaitu Pembinaan tegaradilan, organisasi,

® Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No.48&if&009), Jakarta: Sinar Grafika,
Cet. ke-1, 2010, him. 11



41

administrasi dan finansial Pengadilan dilakukarholdahkamah Agung®
namun hal ini tidak mengurangi kebebasan hakimnidataemeriksa dan
memutuskan perkara sebagaimana disebutkan dalariRayasal yang sama.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak lepas skgdrah
berdirinya Kota Semarang. Sejarah Kota Semarangvatiia dengan
kedatangan Pangeran Made Pandan beserta Putrangabgemama Raden
Pandan arang dari Kesultanan Demak pulau Tirangekdemembuka lahan
dan mendirikan pesantren didaerah tersebut sebsmana menyiarkan
Agama Islam. Daerah tersebut tampaklah pohon asarg jarang. Dalam
bahasa Jawa disebut Asam Arang.

Sehingga pada perkembangan selanjutnya disebut r&sgr3ultan
Pandan Arang Il (wafat 1553) putra dari desa yaargddar Kyai Ageng
Pandan Arang | adalah Bupati Semarang | yang nkélata dasar-dasar
pemerintahan Kota, yang kemudian dinobatkan meragiati Semarang
pada tanggal 12 Robiul awal 954 H bertepatan padggal 2 Mei 1547 M.
tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai &dirijota Semarang. Dalam
bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Sendii@rgl juga dengan
Pengadilan Surambi, karena pada awal berdirinyagdilan tersebut
berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yangrthk dengan Masjid

besar Kauman yang terletak di jalan Alun-alun Bdekat pasar Johar.

® Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU REQ@ahun 2009), Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. ke-1, 2010, him 44
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Setelah beberapa tahun berkantor di serambi Magghudian
menempati sebuah bangunan yang terletak di samspimgjah selatan Mas;jid.
Bangunan tersebut sekarang dijadikan perpustakaasjidMBesar Kauman.
Selanjutnya pada masa wali kota Semarang dijalet Bapak Hadijanto,
berdasarkan surat wali kota pada tanggal 28 Juli7 1P®engadilan Agama
Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agamar@eq diberikan
sebidang tanah seluas + 4000 m2 yang terletakadi Ronggolawe Semarang
untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Agama tersebut terletak di jRiamggolawe No.
6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m2 dan itmespada tanggal 19
September 1978. Sejak tanggal tersebut PengadilgamaA Semarang

memiliki gedung sendiri dan sampai sekarang masgimgati’

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.
Pengadilan Agama Semarang mempunyai visi dan iviisi s
Visi : “ Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan sekdamaewajarnya

serta mengayomi masyarakat.

" http://[pasemarang.net/index.php?options=com, Beskpada tanggal 17 September 2012,
jam 13.53 WIB.
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2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengarhbdas bebas dari
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalamrpsag
kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangger idant
pengelolaan keuangan;

4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia darap&sgn

terhadap jalannya peradil&n.

3. Wewenang Pengadilan Agama Semarang
Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri demmpetensi
relatif dan kompetensi absolut.
a. Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili Isamdtan
wilayah atau daerah.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UlbOId.ahun
2009 atas perubahan UU No. 3 Tahun 2006 tentangdiar Agama
yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkeduddkdbu Kota
kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi @aflaiabupaten /

Kota”, namun tidak menutup kemungkinan adanya pemgj@n

8 http://pa-semarang.go.id. Di Akses pada hari tahggal 6 Oktober 2012 jam 20.00 wib.
® Mardani,Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamadri®y Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. ke-1, 2009, him. 53.
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sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersBlamikian juga
wilayah hukum Peradilan Agama Semarang meliputak3¢marang.
b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pdagaaliau tingkatan
pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perltaa jenis
pengadilan atau tingkat pengadilan lainfYa.

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasadsal P UU
RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3ii&006, bahwa
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekudsstzakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam memngenkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. lsekna dan
kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah mesagrinemutus
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama amteag-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisanjatyasibah, wakaf

dan shadagah berdasarkan Hukum Istam.

2 Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agamdakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,
him. 27.

* Abdullah Tri WahyudiPeradilan Agama di Indonesi&'ogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
Cet. Ke-1, 2004, him. 55.
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c. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Pengadilan agama terdiri dapipan, hukum
anggota, panitera, sekretaris dan juru SitS&emua pejabat tersebut
adalah:
Ketua : Drs. Jasiruddin, SH, M.Si.
Wakil Ketua : Drs. H. Toha Manshur. MH.
Hakim : - Drs. H. Ali Imron, SH.
- Drs. H. M. Hamdani, MH.
- Drs. H. Hamid Anshori, SH.
- Dra. Hj. Ismiyati, SH.
- Drs. Nur Mansyah, SH.
- Drs. Wahyudi, SH, M.SI.
- Drs. Zaenal Arifin, SH.

- Drs. H. Zainal Khudhori Rouf.

Panitera / Sekretaris : Waris, SH, S.Ag, M.Si.
Wakil Panitera : Drs. A. Heryanta Budi Utama
Panitera Muda Hukum . Zainal Abidin, S.Ag.

Panitera Muda Permohonan : Drs. Setya Adi Wina8ikb,
Panitera Muda Gugatan : Faizah, SH.
Panitera Pengganti : Hj. Agustini Khtiyarsih, BA.

Jurusita/Jurusita Pengganti  : Bakri

12 Mustofa SyKepaniteraan Peradilan Agamdakarta: Kencana, 2005, him. 21.
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Wakil Sekretaris : Dra. Mustiningsih, SH.

Kepala Urusan Kepegawaian : Tidak ada

Kepala Urusan Keuangan : Tidak ada

Kasubag Umum : Moh. Asfaroni, SHi.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaagadu
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yangadmma Islam,
mengenai perkara perdata tertentu yang diatur datatang-undang.
Peradilan Agama terdiri dari:

a. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertayaag
berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupategah wilayah
hukum meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.

b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkaiding yang
berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukuwa meliputi
wilayah propinsi*

Dengan adanya UU RI No. 50 tahun 2009 yang dikeealgan
undang-undang tentang Peradilan Agama ini mempstégdudukan
lingkungan Pengadilan Agama sebagai salah sataialgiri Pelaksanaan

Kekuasaan Kehakiman ataudustical Power dalam Negara R,

2012.

13 Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kota Sanmrdikutip pada tanggal 10 Oktober

% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan AganYagyakarta: Pustaka

Pelajar Offset, 1999, him. 9
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sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU RI No. 4nt2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman yaitu:
“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimamakslid
dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Adangbadan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungaradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Péxadviliter,

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oldbuake
Mahkamah Konstitusi*®

Undang-undang tersebut sekarang telah diubah dddigaNo. 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 (@yataitu:
“Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakinebagsimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuhlilonesia
tahun 1945".
d. Keadaan Gedung dan Prasarana

Di lingkungan Pengadilan Agama Semarang, keadadangedan
prasarananya sangat menunjang dan keadaan baigardeata ruang
yang teratur sehingga dapat menunjang kinerja p#rsNamun ada
keadaan yang kurang baik yaitu keadaan ruang sigang sebenarnya
ada satu tetapi disekat menjadi dua ruang sidakan getapi hal ini tidak
mengganggu proses persidangan yang dilakukan dtetk Pengadilan
Agama Semarang. Sarana pendukung lainnya adalahatausapangan

untuk upacara / olahraga, dan kantin.

!5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 4na004), Jakarta: Sinar Grafika,
Cet. ke-3, 2009, him. 2.
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B. Putusan HakHadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010
Peneliti mengambil sempel 10 putusan PengadilaenfsgSemarang
tentang HakHadhanah Tahun 2010 diantaranya akan dipaparkan sebagai
berikut:
1. Nomor: 0302/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan perkara ini duduk perkaranya adabhgai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikgdan
pada tanggal 16 November 2006 di KUA Kec. Demak .Raimak dan
mengucapkan sighot ta’lik talak dan telah dikarudiga orang anak yaitu
satu laki-laki yang lahir di Semarang pada tangfalSeptember dan
perempuan yang lahir pada tanggal 23 Juli 2009.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohonatsang
rukun, namun kemudian goyah disebabkan:

- Selama berumah tangga dengan tergugat dari awahikpban
Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tanggscukupi
kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tdrdidgk mau
mengurus anak, bahkan bila sakit tergugat selalunyarahkan
Penggugat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Isl&idl)( maka
Penggugat mohon supaya kedua anak hak asuh jatléh Renggugat

sebagai ibu kandungnya, mengingat pula moral smibéat Tergugt
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selaku ayahnya tidak layak untuk dijadikan panutzahkan akan
menganggu tumbuh kembang anak.

- Bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Isl&HI)Y, maka
Penggugat mohon kepada Majlis Hakim untuk menetapigar Tergugat
membayar biayehadhanahanak, sebesar Rp. 2.000 000, - (dua juta
rupiah) setiap bulannya yang ditrimakan kepada geggt sampai anak
tersebut berusia 21 tahun dan dinaikan 10 % urdtigpstahunnya, dan
biaya anak tersebut harap ditranfer ke rekening atana kedua anak
tersebut.

- Bahwa selama pernikahan berlangsung sejak bulaob@k2009 sampai
dengan bulan maret atau selama enam bulan Tergaget sekali tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat danaswadkTergugat
sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggagBgagterpaksa
banting tulang. Berdasarkn pasal 34 ayat (1) UUIN&hun 1974 tentang
perkawinan pasal 80 ayat (2) dan pasal 136 ayaK¢&)pilasi Hukum
Islam, maka Penggugat menurut supaya membayarmgéay menjadi
tanggung jwab tergugat atau nafkah lampau, setiggnibulannya Rp.
1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadikah lampau yang
harus dibayar oleh Tergugat adalah 6 bulan x 190&@®p 9000.000,-
(Sembilan juta rupiah) dan harus dibayarkan sebemapelis hakim

membacakan putusan.
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Kemudian dalam putusan perkara tersebut memututagekan
Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1934l @® huruf (f)
dan Pasal 116 KHI huruf (f). Karena berbagai pgringan dengan alasan
tersebut maka Pengadilan Agama Semarang memutusleiwa
mengabulkan gugatan Penggugat. Bahwa gugatan Pengeggenai hak
hadhanah nafkah dan hutang selama dalam perkawinan telkattakian
kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengagagrgieh karena itu
Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk mentsiattesepakatan

perdamaian tersebut dan menetapkan hak asuh aadakBpnggugat.

. Perkara Nomor: 0261/Pdt.G/2010/PA.Sm
Dalam putusan perkara tersebut yaitu jenis perkakehadhanah
Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggalg@stus 2000 di
catat oleh KUA Kec. Mariso Kota Makasar, selama iken Penggugat
dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layakogai istri dan di
karuniai 1 orang anak yang pada tanggal 3 Aguxi04.
- Bahwa sejak 12 Agustus 2003 Penggugat telah béemgan Tergugat
dengan nomer perkara: 237/Pdt.G/2003/PA.Sm.
- Bahwa sejak putusnya perkawinan, anak Penggugajadefergugat
tersebut belum ditetapkan hak asuhnya, dan anakbigr masih dalam

asuhan Penggugat.
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- Bahwa oleh karena anak yang masih dibawah usia,a nma&nurut
ketentuan perundangan yang berlaku, Penggugat pengak untuk
mengasuh dan memelihara. Oleh karena itu Penggughbn untuk
ditetapkan sebagai pemegang hak akallfanal.

Maka oleh karena itu Pengadilan Agama Semarang utuskan
bahwa anak tersebut sekarang masih berumur kuednly 9 tahun dan
belummumayyizdan selama ini berada pada Penggugat dan dalatad®a
baik, serta Penggugat tidak ada halangan untuk iiteareedan mengasuh
anak tersebut. Bahwa menurut ketentuan pasal 105 (@) dan pasal 156
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaarakaryang belum
mumayyizderada pada ibu kandungnya oleh karena itu gudaggugat
telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maat untuk

dikabulkan.

. Perkara Nomor : 0253/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut Pemohon dan Termohon vyala te
melangsungkan perenikahan sesuai dengan hukum Islam telah
dicatatkan di kantor urusan Agama kec. Singorojd.Kendal pada
tanggal 18 Agustus 1998 dan telah dikaruniai sask daki-laki yang lahir
di Kendal pada tanggal 21 Nopeber 2000. Anak lertseejak Termohon
pergi ke Malaysia hingga sekarang bertempat tinggedama Pemohon di

Mangkang wetan Rt. 03 Rw. 05 kelurahan Mangkangmvétec. Tugu
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Kab. Kendal, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohomatermrang tua
Pemohon.

Bahwa pada bulan Juni 2005 termohon pulang ke naanggkpada
paginya saya Tanya tentang kelangsungan hidup rtamgjya, Termohon
menjawab dengan meneruskan kehidupan rumah tadggd&emohon pun
sepakat dengan keputusannya, kemudian dua hakutrgla Pemohon
dan Termohon pergi ke orang tua Termhon untuk wsiabmi dan
mengambil anak untuk diajak pulang ke mangkang.

Bahwa Termohon pergi ke Malaysia yang kedua kalimgngan
alasan demi masa depan anak, Pemohon mencegam&aiigrmohon ke
Malaysia tersebut, dengn pertimbangan biaya selmsaat juta, biaya
sebesar itu sudah bisa dibuat modal usaha, tidekstke malaysia, bisa
kumpul keluarga dan dapat melihat perkembangan,amakun saran
Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon dan Termdbtap berangkat
ke Malaysia.

Menimbang, bahwa oleh dalil-dalil yang disampaikateh
Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, amalasan-alasan
Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohenurmat hukum
dapat dibenarkan sesuai yang di kehendaki Pasayd0 (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 dengan alasan peresaiagaimana yang
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan pemdnibhtamor 9 tahun 1975

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
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Menimbang bahwa Pemohon minta agar anak dari padiwinan
Pemohon dan Termohon yang bernama Wahyu nova Septigor Akbar,
yang lahir pada tanggal 21 November 2000, Sejakn®bon pergi ke
Malaysia ini ikut Pemohon, Oleh karena itu mohoraragemohon
ditetapkan sebagai pemegang hakihanahterhadap anak tersebut, maka
sesuai dengan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukslam, demi untuk
kemaslahatan anak, maka Pengadilan menetapkan Bems¢bagai

pemegang hakadhanahterhadap anak tersebut.

. Nomor perkara :0800/Pdt.G/2010/PA.Sm
Dalam putusan nomor perkara tersebut bahwa Penggisya

Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Septemig dizatat di KUA

Kec. Semarang Utara sesuai akta nikah nomor 5848/1992 tanggal
21 September 1998, dan selama menikah Penggugaletgngat belum
pernah bercerai dan selama menikah di telah uhiardua orang anak.
Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohoii elanohon telah
terjadi percekcokan dan pertengkaran terus mendars tidak lagi

kemungkinan untuk dipersatukan kembali Adapun psakfannya
sebagai berikut: Penggugat tidak pernah bahagia teddekan selama
menikah dengan Tergugat dan tidak pernah disayadggi dihargai

sebagai istri dan tidak ada komunikasi dan Pendgogaasa tertekan

dalam melakukan hubungan seks dengan Tergugat daolang
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menyimpang sehingga mengakibatkan Penggugat sRads. tahun 2004
Tergugat membakar baju-baju milik Penggugat damgugat menendang
serta memukul di hadapan anak-anak, sehingga Pgaigdan anak-anak
merasa trauma. Masalah keuangan Tergugat tidalanggming jawab.
Penggugat terpaksa berhutang untuk memenuhi kedrutskhari-hari,
karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Balpwacak dari
permasalahan tersebut, sejak tanggal 10 April 20d§ga saat ini antara
Pengggat dan Tergugat sudah tidak hidup dalamrsatah lagi, karena
Penggugat takut terjadi lagi hal-hal yang pernahgBegat alami yang
dilakukan oleh Tergugat

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan (b) KasigHukum
Islam, maka Penggugat mohon supaya kedua anakhkypdmgasuh dan
pemeliharaan jatuh pada Penggugat sebagai ibu kgnga, menggigat
moral serta tabiat Tergugat selaku ayahnya, tidgkk untuk dijadikan
panutan, bahkan akan mengganggu tumbuh kembang anak

Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) KHI, makag@egat
mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan agayuiat membayar
biayahadhanahanak untuk kedua orang anak tersebut di atas &eBgs
2000.000,- ( dus juta rupiah) setiap bulan nya sampak tersebut berusia
21 tahun dan di naikkan setiap 10 % setiap tahunnya

Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) peraturan petaierNomor

10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan percdramh pegawai negeri
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sipil PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahaN®FP.0 Tahun 1983,
maka Penggugat menuntut Tergugat memberikan i3iid2/a pertiga) gaji
Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat

Dalam putusan ini Pengadilan Agama Semarang metigabu
gugatan seluruhnya dan menetapkan Penggugat gebaggang hak asuh

atas anak-anak Penggugat dan Tergugat.

. Nomor perkara :0467/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan Perkara tersebut telah tercatat bdeveygugat
dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei diokth pegawai KUA
Kec. Semarang Timur, Kota Semrang dan selama miemikkaruniai dua
orang anak.

Bahwa sejak bulan Desember 2009 Penggugat telaberiaer
dengan tergugat dengan mendapat Akta cerai Nomor
0142/AC/2010/PA.Sm tanggal 27 Januari 2010 denganon perkara :
1297/Pdt.G/2009/PA.Sm tanggal 22 Desember 2009

Bahwa sejak putus perkawinan anak Penggugat dehgayugat
ana-anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya,sdampai sekarang
anak-anak tersebut masih dalam asuhan orang tgadgar Bahwa teryata
kedua anak tersebut tidak dipelihara oleh Tergugtpi diberikan kepada
orang tua Tergugat dikota lain, bahwa Tergugat Isk@anbali ke nasrani,

orang tua Tergugat kembali beragama nasrani, amak+{@rsebut di suruh
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ke gereja dan tidak boleh mengaji, kondisi anaketeut semakin kurus,
bahwa melihat nilai pelajaran anak gabriella liadeasemakin turun

Bahwa oleh karena anak-anak yang masih di bawah usika
menurut ketentuan perundang yang berlaku, Pengyagat berhak untuk
mengsuh, memelihara dengan biaya pemeliharaan dadidikan dari
Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon untuitagikan sebagai
pemegng hak asuhnyladhanal.

Bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156f hiaw)
Kompilasi hukum Islam hak pemeliharaan yang bemomayyizberada
pada ibu kandungnya, lagi pula menjaga keselanmdanperkembangan
baik jiwa, agama maupun badannya perlu ditetapldnpengasuhannya
adalah orang yang seagama dengan agama keduaesediut.

Bahwa mengenai petitum angka 4 agar Tergugat mékabdriaya
pemeliharaan kepada kedua anak tersebut setiap botak setiap anak
sebesar Rp 1.000.000,- sehingga dua orang analp smilan sebesar Rp
2.000.000,- adalah sesuai dengan ketentuan selmumitarsebut dalam
pasal 105 huruf © dan pasal 156 huruf (d) Kompitdgkum Islam maka
dapat di kabulkan.

Dalam putusan ini Pengadilan Agama Semarang metigabu
gugatan seluruhnya dan menetapkan Penggugat gebhaggang hak asuh

kedua anaknya dan memerintahkan Tergugat untuk engimyan kedua
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anak kepada Penggugat, menghukum Tergugat untukberdwmn biaya

pemeliharaan kedua anaknya untuk setiap anakngsaeBp 1.000.000,-

. Nomor perkara :1311/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa PenggugafTdegugat
telah menikah pada tanggal 07 April 2005 yang dicaleh pegawai KUA
kec. Banyumanik kab. Kota Semarang dan selamakpdian tersebut
telah hidup rukun layaknya suami istri (ba’da dukraelama pernikahan
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorand aaag lahir di
Semarang 06 Agustus 2005 yang saat ini anak tdrsgdlam asuhan
Penggugat

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergudain da
kedaan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 nsgdang terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan &afemgugat tidak
pernah memberikan nafkah. Dan puncaknya sejak bulam 2006
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan t@mipadan tanpa
alasan yang jelas hingga saat ini tidak pernahlierfkomunikai lagi serta
Tergugat sudah tidak pernah menenggok maupun namnaRenggugat
dan anaknya selama 5 tahun.

Bahwa yang menguatkan gugatan ini yaitu antara dreyag sudah
tidak lagi dalam satu rumah lagi, dan anak darkg®&man Penggugat dan

Tergugat masih di bawah umur sehingga layak apaték tersebut hak
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asuhnya diberikan kepada Penggugat. Bahwa alasaerpi@n karena
pertengkaran tidak dapat dicegah lagi telah memeyarat sebagaimana
diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Uandang Nomdraliun 1974

Tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (F) peratuemepintan Nomor 9

Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Uandang Nodahun 1974

tentang perkawinwan, sehingga alasan cerai dajaatitakan.

Bahwa mengenai gugatan Penggugat Pengadilan mkagata
Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yangdialSemarang
tanggal 06 Agustus 2005, Majelis hakim berpend&pdtva oleh karena
anak tersebut saat ini baru berusia kurang let®hbtéilan atau belum
mumayyizmaka sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompiagium
Islam, sudah seharusnya hak asuh atas anak terdiddswikan kepada
ibunya yaitu Penggugat, dan karena pula maka gud@aggugat dapat
dikabulkan.

Pengadilan Agama Semarang memutuskan menerima dan
mengabulkan gugatannya secara verstek dan mengatualak satu khul’i
Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10d#0.menetapkan

Penggugat sebagai pemegang ha#thanahatas anak tersebut.

. Nomor perkara :0255/Pdt.G/2010/PA.Sm
Dalam putusan tersebut tercatat bahwa PenggugafTdegugat

telah menikah pada tanggal 09 April 2001 yang dicaleh pegawai KUA
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Kec. Pedurungan Kota Semarang dan selama perniki@nsebut telah
hidup rukun bersama di rumah orang tua Tergugatadaknya suami istri
(ba’da dukhul) selama pernikahan Penggugat daru@atdgelah dikaruniai
seorang anak yang lahir di Semarang | Oktober 3@0y saat ini anak
tersebut dalam asuhan Penggugat

Bahwa awalnya rumah tangganya sejak bulan Septe2b@t
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak h#&@nkamena sering
cek cok karena ekonomi kurang di sebabkan karemgugat kadang
bekerja kadang tidak dan Tergugat sering memukug@egat. Bahwa
puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2B@dggugat pergi
kerumah orang tua Penggugat karena di usir Tergagapai sekarang dan
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat bejak Oktober 2007
yang lalu hingga sekarang kurang lebih 2 tahun l&rhudan selama ini
sudah tidak ada komunikasi lagi. Bahwa keluargaatbgbihak sudah
mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan Penggugat untuk menceraikamudargudah
memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) oleh UU Pernleaawwdalam KHI
maka pengadila Agama Semarang memutuskan UndangAgniO. 1
Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) peraturan penadgrifilomor 9 Tahun
1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islaieh karenanya
gugatan dapat dikabulkan. Bahwa selama pernikah&ardniai seorang

anak yang sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) kompilasim Islam
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Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kewajibauk
mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersehgga dewasa.
Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang lakdia g oktober 2001,
sesuai dengan pasal 105 Kompilasi hukum Islam betwmayyizatau
belum umur 12 tahun, maka hak pemeliharaannya ladallk Penggugat
selaku ibu kangdungnya bahwa gugatan tersebut dulKan oleh

pengadilan Agama Semarang.

. Nomor perkara :927/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa PenggugafTdegugat
telah menikah pada tanggal 18 Nopember 1988 yaagatl oleh pegawai
pencatatan nikah kantor Urusan Agama Kec. Semdsangt Kab. Kota
Semarang . Bahwa setelah menikah Penggugat dangegrgernah hidup
rukun layaknya suami istri (ba’da dhukul) dan dikaai 3 orang anak
yang saat ini anak-anak tesebut dalam asuhan Pgmiggan Tergugat
serta salama dalam pernikahan antara Penggugafleayugat belum
pernah bercerai.

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat da@ugaer
dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Jaramanm t1990 keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkamudadr pindah

Agama, Penggugat sudah menasehati berkali-kap fgda agama Islam
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namun tidak berhasil, puncaknya pada bulan Jun® 20@ara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya sigami

Bahwa Penggugat sangat khuwatir atas pendidikamagdan
keimanan ke 3 (tiga) anak kami, maka Penggugat mealgar hak asuh
ketiga anak kami tersebut diatas adalah menjaki dsh Penggugat
sebagai ibu kandungnya. Bahwa Penggugat dan Tdrgelgh sepakat
bahwa ketiga anaknya dibawah asuhan Penggugattiaamafkah ketiga
anaknya ditanggung Tergugat yakni setiap bulan mahisebesar Rp.
1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan alasan Penggugat maka Pengadilan Agama
mengabulkan gugatan Penggugat, memfasakh perkawiaatara
Penggugat dan Tergugat menetapkan ketiga anaknism dasuhan
Penggugat sebagai ibu kandung, menghukum Tergudak imembayar
nafkah ketiga anaknya kepada Penggugt minimalpsétidan sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

. Nomor perkara :0788/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa PenggugafTdegugat
telah menikah pada tanggal 19 Juli 2003 yang dicdéd pegawai KUA
Kec. Tembalang Kota Semarang

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidipnru

layaknya suami istri ( ba’da dukhul) yang dikarusatu orang anak yang
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lahir pada tanggal 11 April 2004. Kemudian hubumgyan guyah

disebabkan oleh:

- Bahwa kebiasaan buruk Termohon tersebut seringdiakukan oleh
Termohon, Pemohon berusaha akan tetapi nasehabuéerdiabaikan
selalu berujung pada pertengkaran, Termohon miedadaitugasnya
sebagai serang istri dan ibu yang baik untuk arekmgrmohon tidak
memperdulikan dan membiarkan anak dan diri Pemof@mmohon
sibuk dengan diri Termohon sendiri, bahkan Termo$elama menikah
dengan Pemohon sampai mempunyai seorang anak Temiodak
pernah memasak buat anak dan diri Pemohon.

- Bahwa Termohon selalu memusuhi orang tua Pemohta geang tua
pemohonlah yang merawat, mengasuh bahkan mengamjaut sekolah
anak Pemohon dan Termohon

- Bahwa Termohon sebagai seorang istri dan ibu baakreya tidak bisa
memberikan kasih sayang kepada Pemohon dan anaknya

- Bahwa Termohon tidak pantas menjadi pendidik/p@amniitagi anaknya
tersebut karena sikapnya, sifat dan prilaku Termolang tidak baik bagi
dan tidak patut untuk ditirukrena sering pulanganmadan bahkan sering
tidak pulang dan tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa menurut Pasal 105 huruf (C) KHI: Biaya pehsthan anak di

tanggung oleh ayah
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- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon dan Pemokang
dilahirkan ada tanggal 11 April 2004 yang telahadatkan oleh kepala
Dinas pendaftaran penduduk dan cacatan sipil Ketaasang, sudah
selayaknya Pemohon mohon kepada pihak majelis hd&emgadilan
Agama Semarang untuk menetapakan hak asuh anekuererta biaya
perawatan dan pendidikan anak tersebut adalah kemajPemohon
selaku sebagai suami atau ayah sampai anak tenseoopu dan hidup
mandiri, dan itupun sudah Pemohon pertimbangkarakaassak karena
mengingat Termohon tidak dapat memberikan contoly yeik terhadap
anak Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan permohonan dari Pemohon kepada P&rgadiama
sesuai dengan alasan yang dikemukakan Pemohon rRrakegadilan
Agama Semarang memutuskan mengabulkan gugatararyanénetapkan
anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon berademwlah asuhan

Pemohon.

10. Nomor perkara :1267/Pdt.G/2010/PA.Sm
Dalam putusan tersebut tercatat bahwa Penggugafl elgugat
telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1997 yangtatioleh pegawai
KUA Kec. Gajahmungkur Kab. Kota Semarang dan selaneaikah
Penggugat dan Tergugat hidup layakya suami istridéb dukhul) dan

dikaruniai 2 (dua) orang anak
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Bahwa pada bulan januari tahun 2006 Penggugat pezgi
Malaysia sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Teryp&ngorbanan
Penggugat pergi merantau ke Malaysia sia-sia, Batgwsemakin
menunjukan sifat yang tidak bertanggung jawab t@apakeluarga dan
bahkan menelantarkan kedua anaknya, yang pada ng#thidemi
menyelamatkan kehidupan mereka anak-anak terseasmhdoleh ibu
Tergugat sedangkan biaya hidup ditanggung oleh dreyag.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2010 Penggugat kenkaali
Indonesia dengan harapan memperbaiki hubungan rgelugergugat,
namun teryata Tergugat tidak berubah akan tetagpiywsifat Tergugat
semakin parah, dan semakin tidak bertanggung jaeradap keluarga
terutama anak-anak.

Bahwa agar cerai gugat ini bisa memberikan kejalasagi
pengasuhan dan pemeliharanan serta masa depan &edka maka
penggugat mohon kepada majelis hakim PengadilarmAg&emarang
agar menetapkan pemeliharaan kedua anaknya kepadgujat

Pertimbangan hukum mngingat bahwa Tergugat tidagi la

memperhatikan kedua maka dari hasil pernikahangubat sangat
melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya dankkata Tergugat
sangat buruk. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal (%lan c) yang
berbunyi: (a) Pemeliharaan anak yang belumamayyiz atau belum

berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) Biaya péerelan ditanggung
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oleh ayahnya dan pasal 156 (a dan d) kompilasi kukslam yang
berbunyi: (a) anak yang belumamayyizberhak mndapatkahadhanah
dari ibunya.(d) semua biayadhanahdan nafkah anak menjadi tanggung
jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kuranegggai anak
tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Berdasarkan permohonan dari Penggugat kepada Rlamgad
Agama sesuai dengan alasan yang dikemukakan Petggomaka
Pengadilan Agama Semarang memutuskan mengabulkagatagu
Penggugat dengan verstek dan menetapkan halaaakldari pernikahan

Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhag®gtf

C. Efektifitas Eksekusi Putusan Hakim Tentang HakHadhanah di Pengadilan
Agama Semarang Tahun 2010s
Dalam eksekusi putusan tentang haklhanahpenulis mewawancarai lima
Pemohon eksekusi diantaranya:
1) Perkara Nomor: 0253/Pdt.G/2010/PA.Sm.
Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semadapat
disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengatusan verstek
dikarenakan tidak hadirnya termohon. Dan ditetapkemohon sebagai

pemegang hakhadhanahterhadap anak tersebut. Dari hasil wawancara

6 Sumber data diambil dari berkas perkara putusdtedgadilan Agama Semarang Tahun
2010
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penulis dilapangan sesuai amar putusan Pengadilaak sudah berada di
Pemohon sejak Termohon pergi ke malaysia hinggarael anak berada di
Pemohort/

2) Perkara Nomor: 0261/Pdt.G/2010/PA.Sm.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semadapat
disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengatusan verstek
dikarenakan tidak hadirnya Tergugat. Dan ditetaplamnggugat sebagai
pemegang hakhadhanah anak tersebut. Dari hasil wawancara penulis
dilapangan bahwa setelah bercerai pada tanggab&tus 2003 Penggugat
telah bercerai dengan Tergugat dengan mendapat Aldeai nomor:
603/AC/2003/PA.Sm dengan Nomor perkara: 237/Pd0GFPA.S.m.
Bahwa sejak putus perkawninan anak Penggugat daguda belum di
tetapkan hak asuhnya dan sampai sekarang analbuerseasih berada
diPenggugat hingga sekarang. Proses pengalihanataak anak tidak ada
hambatan karena sebelum bercerai anak sudah kdirR@amggugat. Keadaan
anak tersebut sangat baik, putusan hak asuh artdh sadil karena anak

belummumayyiz®

7 Wawancara dengan bapak Abdul Jalil sebagai oraamd®emohon yaitu pada tanggal 4
Maret 2013, jam 12.30 WIB.

8 Wawancara dengan Ibu Rahmita Mahrul Nisa seb&gaggugat yaitu pada tanggal 24
Maret 2013, jam 14.00 WIB.
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3) Perkara Nomor: 0467/Pdt.G/2010/PA.Sm
Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semadapat
disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengatusan verstek
dikarenakan tidak hadirnya Tergugat. Dan ditetaplamnggugat sebagai
pemegang hakhadhanahatas kedua anakya yang lahir pada tanggal 24
Desember 2001 dan yang lahir pada tanggal 8 jar2@0®b. Dari hasil
Wawancara di lapangan bahwa pada sejak bulan Dese2fB9 Penggugat
telah bercerai dengan Tergugat dengan mendapat @@ nomor :
0142/AC/2010/PA.S.m dengan nomor perkara : 1297&2009/PA.S.m.
Bahwa sejak putus Perkawinan anak Penggugat belutetabkan hak
asuhnya anak sekarang berada di Penggugat sesugandamar putusan
Pengadilan, anak berada di Penggugat sejak Tergngayerahkan kedua
anaknya kepada Penggugat dan sampai saat ini.
4) Perkara Nomor: 1267/Pdt.G/2010/PA.Sm
Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semadapat
disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengatusan verstek
dikarenakan tidak hadirnya Tergugat. Dan ditetaplamnggugat sebagai
pemegang hakadhanahDari hasil wawancara dilapangan bahwa dari hasil
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merekaudiki dua orang anak

yang lahir pada tanggal 27 Mei 1998 dan yang |lpatta tanggal 2 Pebruari

9 Wawancara dengan Bapak Suryani Made Yartitagaitorang tua Penggugat yaitu pada
tanggal 17 Maret 2013, jam 10.00 WIB.
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2002. Bahwa kedua anak tersebut sekarang beradagsathan Penggugat
sesuai amar putusan Pengadilan Agama Semarang.aBagi sulung yang

sudah berumur lebih dari 12 tahun berhak memiliahaya namun anak

tersebut telah menyatakan ikut kepada Penggugatydag anak bungsu

karena belummiumayyiz jadi ikut ke Penggugat. Anak tersebut ikut
Penggugat sejak ada putusan dari Pengadilan k&emggugat bekerja jadi

(TKW) di malaysia dan sebelumnya ikut ke Ibu Tem@pi{

5) Perkara Nomor: 0764/Pdt.G/2010/PA.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semadapat
disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengatusan verstek
dikarenakan tidak hadirya Tergugat. Dan ditetaplenggugat sebagai
pemegang hakadhanah Dari hasil wawancara dilapangan bahwa anak
tersebut sekarang berada di Penggugat sejak atadkrkiin dan selama 5
tahun ini ada di Penggugat dan Tergugat tidak permmenjeguk anak

tersebut?!

2 Wawancara dengan bapak Samani sebagai orangehggiyat yaitu pada tanggal 31
Maret 2013, jam 11.00 WIB.

2l Wawancara dengan lbu Nyoman Ayu SuastiningrumagebPenggugat yaitu pada
tanggal 24 Maret 2013, jam 13.00 WIB.
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